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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya
kepada kita semua sehingga dapat tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan 7emu
Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta
Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan
Tata Cara Kemitraan di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan
mengambil Tema “Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat
Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan, Melalui Peningkatan Kemitraan
Pelaku Usaha Besar Dengan Pelaku UMKM"”

Kegiatan 7emu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan
Tata Cara Kemitraan sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang
kondusif didaerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan
antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di daerah
di bidang penanaman modal.
Dimana Kemitraan Usaha adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Yang bertujuan untuk mewujudkan
pemerataan kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, menjaga
kepastian dan keberlangsungan, mengoptimalkan pemberdayaan dan mendorong

bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah
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Pelaksanaan kemitraan merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan
di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait
lainnya yang berperan aktif, sehingga terlaksananya acara Temu Usaha dan Uji Publik

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan dengan lancar.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di
Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Pangkalan Bun, 1 Desember 2023.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan
salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk

memajukan kesejahteraan umum.

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki
tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi
mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong
negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan
kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif
dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan investasi
dapat membantu perekonomian Indonesia dengan mengembangkan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mempercepat pembangunan ekonomi

nasional dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata.

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah
mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di
Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman
modal dibuatlah suatu bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi rill dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam

negeri maupun dari luar negeri.
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Kinerja perekonomian daerah tidak terlepas dari peran penanaman
modal atau investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran penanaman
modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diamati dari hubungannya
dengan nominal PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun penyerapan tenaga
kerja.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, berbagai sektor usaha
memberikan nilai investasi bagi daerah dan juga menciptakan peluang kerja

bagi masyarakat Kotawaringin Barat.

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat,
kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya
saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten
Kotawaringin Barat menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya
memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan,
pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman
modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan
ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan
kompetitif dengan mengangkat dan mengolah potensi daerah menjadi

produk unggulan daerah yang diminati.

Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten
Koawaringin Barat Tahun 2020-2025 dengan visi “Mewujudkan Penanaman
Modal Yang Menarik Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan
Kotawaringin Barat Yang Sejahtera Dan Berkeadilan” dan 7 misi yang ada
salah satu diantaranya ” Menciptakan iklim investasi yang kondusif
adanya rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman
modal dan Memberdayakan dunia usaha termasuk UMKM dan seluruh

kegiatan ekonomi”.
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Dalam upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
didaerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan
antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta

Koperasi di daerah di bidang penanaman modal.

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
Tujuan Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di
daerah;

b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik
dari dalam maupun luar negeri;

c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan
basis produksi di dalam negeri; dan

d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling
menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di daerah.

Guna menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif didaerah,
salah satunya dengan melaksanakan Temu Usaha antara Usaha Besar dan
UMKM untuk meningkatkan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait
Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi dalam sinergisitas pelaksanaannya.
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2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal;

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara
Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2016-2025;

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2020-2025;

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat;

9. DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor:
B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 Januari 2023 Kegiatan
Kajian Penanaman Modal Dan Pemberian Insentif Investasi Tahun

Anggaran 2023.
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3. Maksud Tujuan dan Manfaat
Maksud dan tujuan dilaksanakannya Temu Usaha antara Pelaku Usaha
Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terwujud peningkatan
pemahaman ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan Kemitraan, sehingga
diharapkan terlaksana Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adanya pemahaman terkait pelaksanaan Kemitraan Usaha. Kemitraan
adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Tujuan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan
pelaku UMKM serta Koperasi, agar terciptanya iklim investasi yang kondusif
dan peningkatan nilai investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui
Kemitraan.

Tujuan pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

1. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di
daerah;

2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik
dari dalam maupun luar negeri,;

3. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan
basis produksi di dalam negeri;

4. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling
menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di daerah; dan

5. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan dan

memperkuat perekonomian daerah.
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA.

1.

Waktu dan tempat pelaksanaan.

Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023 Ini, dilaksanakan pada Hari Selasa
Tanggal 06 September 2022, Bertempat di Hall/Ball Room Hotel Brits
Pangkalan Bun Jalan A. Yani KM. 2 Pangkalan Bun.

2. Penyelenggara dan Peserta.

a. Penyelenggara.

Penyelenggara Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 November 2022 tentang.

Dengan penyelenggara teknis kegiatan melalui Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Peserta.
Peserta Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin

Barat yang diundang berjumlah 40 (empat puluh) peserta terdiri dari :

1) Unsur Perangkat Daerah Teknis.

2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta
Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.
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3)

4)

S)

6)

7)

Unsur Profesi diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Unsur BUMN dan BUMD diwakili oleh Seluruh Perwakilan

Perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Unsur Pelaku Usaha Besar.

Unsur Pelaku UMKM

Unsur

3 Metode Pelaksanaan Temu Usaha.

Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM

serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemaparan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan yang

berisikan hak dan kewajiban masing-masing serta strategi pelaksanaannya,

sebagai ajang komunikasi dan tatap muka antara Pelaku Usaha Besar dan

Pelaku UMKM dan pengurus Koperasi yang berjalan melalui dialog/Tanya

jawab dengan Nara Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan para

pelaku usaha serta testimoni pelaksanaan kemitraan yang telah berjalan di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Susunan Acara Temu Usaha

a. Register Peserta Temu Usaha.

b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

c. Pembacaa Do’a oleh Petugas.

d. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Temu Usaha oleh Sekretaris Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat.
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e. Pembukaan kegiatan Temu Usaha oleh Penjabat Bupati Kotawaringin
Barat yang di wakili oleh PIt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

f. Pemaparan Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Kemitraan Usaha
di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala
BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan
di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah oleh Bapak IRAWAN BUDI SATRIO, S.T., M.A.B.,
Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Direktorat Pemberdayaan
Usaha Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kementerian Investasi/ BKPM RI.

h. Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di Bidang Penanam Modal
antara Usaha Besar dengan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat
oleh Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

i. Diskusi Tanya jawab Temu Usaha dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin,
M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

j.- Penandatangan Berita Acara Komitmen Pelaksanaan Kemitraan Usaha
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

k. Penutupan.
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C. HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
Waebsite : dpmptsp. kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar @gmail.com

BERITA ACARA HASIL TEMU USAHA BESAR DAN UMKM TENTANG
KOMITMEN PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA BESAR DAN UMKM-KOPERASI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

NOMOR : 800/ W™ /DPMPTSP.B.

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh bulan November Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga, bertempat di Hall Room Hotel Brits Pangkalan Bun, telah
dilaksanakan Temu Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)-Koperasi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini berkomitmen melaksanakan
kewajiban Kemitraan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia

Terkait teknis Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)-Koperasi, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut
sesuai Sektor Usaha masing-masing dengan pendampingan dan pengawasan
oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesual tugas dan tanggungjawabnya

berdasarkan sektor usaha.
Demikian berita acara lini dibuat sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 30 November 2023,

NO|  NAMA | JABATAN | v
TR SRBGA : '
3| M. ALBAR ASS. MANAJER | SAMPURNA AGRO 2.:’_1%
3. | HARTONO HALIM CEG PT. BORNEO 3.%
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NO. NAMA JABATAN PERWAKILAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
4. | NADIA PT. ASUN
5. | EKO PERMANA KOORD. PT. CIOMAS
PRODUKSI ADISATWA ‘
6. | HERU GSIP
7. | USMA GSPP/GSDI
8. | RAIS RACHMAWANTO | KBA Farm UMKM
9. | WINDARI PT BGAJUMKM
10.| SUDARWATI KETUA UMKM KUMAI
11.| FIRDA UMKM KUMAI
12.| RAHMAT STAFF KOP. TELUK KUMAI
13.| SYARIFAH SALMAH PENGOLAH PENGOLAH
14.| EDI GUNAWAN SEKRETARIS GAPENSI
15.| A. FREDY KETUA BPC HIPMI KOBAR | 12.
16.| HARYO PRABOWO SEKRETARIS DINAS PERTANIAN | 13. -
17. MARYAMI KABID UMKM PERINDAGKOPUKM | 14. V
18.| ZACHRATUL WARDIYAH| KABID PPHP DPKP 15.
19. MURDIONO KABAG BPR MARUNTING 16,
MARKETING
20. | SUNAR MULYONO BBM BNI
/
21.| M. ZULHIAN NOOR KTM BRI o BT
22.| RAHMAD HIDAYAT | BANK KALTENG BPD 19 %J [ﬂ/’
= Vv
PERWAKILAN KEMERTERIAN KEPALA D PENANAMAN MODAL DAN
INVESTASI/BKPM R, TERPADU SATU PINTU
INGIN BARAT,
IRAW UDI SATRIO, S.T., MAAB... UDIN, M.Si

Pembina Tingkat |
NIP. 19680609 199503 1 003

NIP. 19650105 199403 1 010
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D. PENUTUP.

Dari hasil penyelenggaraan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku
Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Uji
Publik Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman
dan Tata Cara Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin
Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan mengambil Tema
“Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Yang
Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan, Melalui Peningkatan
Kemitraan Pelaku Usaha Besar Dengan Pelaku UMKM” diharapkan
terwujudnya pelaksanaan kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten
Kotawaringin Barat serta dihasilkannya masukan atas terpenuhinya
regulasi kebijakan kemitraan di daerah dalam mendukung terciptanya
iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 1 Desember 2023.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010
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I. SURAT UNDANGAN

Lampiran :

Perihal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 24 November 2023.
Kepada
: 5004 2/DPMPTSP.B. Yth. Daftar terlampir
: Undangan Peserta Acara di-
Temu Usaha.
TEMPAT

Dalam rangka Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Kemitraan Usaha
antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM sesuai Peraturan Menteri
Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar
Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan uji
publik Draf Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang
Pedoman dan Tata Cara Kemitraan,  maka bersama ini diharapkan
kehadirannya pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 30 November 2023

Pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai.

Tempat : Hall Room Hotel Brits Pangkalan Bun.
JI. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.

Acara : Kegiatan Acara Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan
Kemitaan UMKM dengan Usaha Besar di Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah



LAMPIRAN | SURAT
Nomor : 500/ 472 IDPMPTSP.B.
Tanggal : 24 November 2023.

Daftar Undangan Peserta Acara Temu Usaha.

A. Unsur Perangkat Daerah/ Instansi.
1. Kepala Badan BAPPEDLITBANG Kab. Kotawaringin Barat.

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin
Barat.

3 Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat.

4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat.

5. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat.

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.

7 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat.

8 Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat

9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

11. Camat Arut Selatan.

12.  Camat Kumai.

13. Camat Kotawaringin Lama.

14.  Camat Arut Utara.

15. Camat Pangkalan Lada.

16. Camat Pangkalan Banteng.

17.  Kepala Kantor LOKA Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kab. Kobar.

B. Unsur Akademisi
- Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun

C. Unsur Organisasi Profesi
1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Kotawaringin
Barat
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kab. Kotawaringin Barat.
Ketua Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kotawaringin Barat
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kab. Kotawaringin Barat.
Pimpinan Klinik Bisnis Abdul Rasyid Foundation

Nook,w

D. Unsur BUMN dan BUMD

1. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Buni
Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Pangkalan Bun
Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
Pimpinan PT. Bank BSI Cabang Pangkalan Bun
Pimpinan PD. Bank Marunting Sejahtera

abrwbd

E. Unsur Pelaku Usaha Besar dan UMKM
- Sebanyak 25 (dua puluh lima) Pengusaha



LAMPIRAN Il SURAT

Nomor
Tanggal

500/472/DPMPTSP.B.
24 November 2023.

Daftar Peserta Undangan Acara Temu Usaha.
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Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.
Pimpinan PT.

Gunung Sejahtera Puti Pesona
Gunung Sejahtera Dua Indah
Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
Surya Indah Nusantara Pagi
Bumitama Gunajaya Abadi
Surya Sawit Sejati

Arut Sawit Mandiri

Sawit Sumbermas Sarana Thbk.
Sampoerna Agro
Bumilanggeng Perdana Trada
Surya Sawit Sejati (SSS) UP Desa Sungai Rangit Jaya

Pelindo Il Cabang Kumai/Pangkalan Bun

Pimpinan Hypermart

Pimpinan Borneo Supermarket

Pimpinan Pelangi Swalayan

Pimpinan Bali Indah Mini Market

Pimpinan PT.

Ciomas Adisatwa.

Rais Rachmawanto.

Pimpinan Pandai Besi 88 Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada.

Pimpinan Pandai Besi Datu Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng.

Pimpinan Syarifah Salmah.

Pimpinan Mase Uleng.

Pimpinan Sudarwati.

Pimpinan Koperasi Tani Bahagia Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai.

Pimpinan Koperasi TKBM Teluk Kumai di pelabuhan Tanjung Kalap.



II. DAFTAR HADIR

Hari  KAMIS
Tanggal :
Pukul

Tempal

'DAFTAR HADIR KEGIATAN

30 NOVEMBER 2023
. 07.30 WIB sampal dengan selesal
- HALUBALL ROOM HOTEL BRITS PANGKALAN BUN.

JI. A. Yanl KM. 2,5 Kelurahan Baru Pangkalan Bun.

Acara

. Kegiatan Acara Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemitraan

UMKM dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2023
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III. SUSUSUNAN ACARA

-

SUSUNAN ACARA

UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWRINGIN BARAT
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KEMITRAAN
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PANGKALAN BUN, KAMIS 30 NOVEMBER 2023.

PENGARAH/
HARI / TANGGAL PUKUL ACARA PEMBICARA
07.30-08.15 WIB | Registrasi peserta Panitia
Kamis, 08.15-08.45 WIB | Pembukaan Panitia
30 November 2023 | 08.45-09.00 WIB | Coffe Break Panitia
Paparan materi dengan | Nara Sumber :
09.00-10.00 WIB | tema Kebijakan IRAWAN BUDI SATRIO,
Pemerintah dalam S.T.MAB,,
pengembangan UMK di | Penata Kelola Penanaman
Daerah meilalui Modal Ahli Madya pada
Kemitraan di Bidang Direktorat Pemberdayaan
Penanaman Modal Usaha Deputi Bidang |
Pengembangan Ikiim
Penanaman Modal
Kementerian Investasi/
BKPM RI
Paparan mater Uji Moderator :
10.00-10.30 WIB | Publiik Draf Rancangan Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
Peraturan Bupati Kepala Dinas Penanaman
Kotawaringin Barat Mcdal Dan Pelayanan
tentang Pedoman dan Terpadu Satu Pintu
Tata Cara Kemitraan Kabupaten Kotawaringin
Barat
Moderator dan Nara
11.00-12.00 WIB | Diskusi Tanya jawab Sianbior
12.00-13.00 WIB | Ishomah Panitia
13.00-14.00 WIB | Diskusi Tanya jawab I
- Closing Statement
14.00-15.00 WIB Komitmen Kemitraan Moderator

15.00-sslesai




IV. DOKUMENTASI KEGIATAN
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
/ S KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TEMU USAHA BESAR DENGAN UMKM

o DAN

~ UJIPUBLIK RANCSSGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
. IENTA > OMAN DAN TATA CARA KEMITRAAN

ey 2 TEMA

] '!’
= NOMIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

" A AHTERA DAN BERKEADILAN MELALUI PENINGKATKAN
w, T WKU USAHA BESAR DENGAN PELAKU UMKM” !

‘ = ,';',:' [ A [ LAN BUN, Kamis 30 NOVEMBER 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ooy
KABUPATEN Korzzn‘:::: ;:::: L S R
TEMU USAHA BESAR DENGAN UMKM
DAN
UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI i

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA

MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
e :EMIYRAAN PELAKU USAHA BESAR DENGAN Fr3¥
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KABUPATEN KOTAWARINGIN BARaT T NTU

TEMU USAHA BESAR DENGAN UMKM

DAN
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PANGKALAN BUN, KAMIS 30 NOVEMBER
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V. BAHAN/MATERI KEGIATAN

KEMENTERIAN INVESTASY/

Kebijakan Pemerintah dalam
Pengembangan UMK di
Daerah melalui Program
Kemitraan di bidang

Penanaman Modal

frawan Bud| Satric
Penata Kelolo Penanoman Modal Ahii Modya
Kementerian lnvestosi/BKPM

Prov Kalimantan Tengah
30 November 1023

] Sistem OSS RBA: Official-Launching oleh RI1
el By ey (9 Agustus 2021) = LIVING IMPROVEMENTS

TSR, Sistem Online Single Submission (0SS5) Berbasis Risiko atau Sistem 0SS RBA addah sstem
elekonik tenntegras yang dkelola dan deelanggarakan okh Kementenan InvestasiBKPM salaku
Lembaga O8S untuk peryelenggaraan Penzran Berusaha Berbasis Risika

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK| Peruiman Sesusaha Berbass Reiko yang ditanamkan
pads Setem OSS RBA menjadi acuan tunggal bag Pamenntah PusatPemeriiah Dassh
Agrrinizlyalor KEK, BP KPBPE dan pelaw usalha

Selam membenkan Informasi, Sistem CSS RBA menertitkan Perizinan (Persyaratan Dasar Perzinan
Berusaha, Penzran Berusaha Berbass Risiko (PB) dan Perionan Berusaha Umuk Menunjang Kegiatan
Usaha (FB-UMKL) dan Fasilitas Berusaha untuk 16 sekiars+ Selain ity juge digunakan uniuk
Pengawasan senntegrasitekoordinas!
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& ﬁ' CAPAIAN REALISASI INVESTASI ”:'f._“'_"
R T JANUARI - SEPTEMBER TAHUN 2023 7’ e
(Tidak Termasuk Sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)

Realisasi Investasi YoY
Jan - Sep 2023 PMA 16.7%
Rp1 053,1 T PMDN 19.5%
Total 18,0%

Capaian: 95,7% dari target Renstra: Rp 1.0988 T
Capaian: 75,2% dari target Presiden: Rp1.400 T

Luar Jawa
Rp545.8 T (51.8%)

Sepanjang Jan-Sep 2023
Investasl Menyerap (TKI)

Rp493.5 T (46,9%) RpS507,3 T (48,2%) 1.365.648

. Peringkat Realisasi Januari — September 2023 RO
‘a . ) ma
- (berdasarkan lokasi) P
SN [T — I i .
= e
PMDN i o P o e
Lokasl Ivestasi Doy S T E 7T TN WY T
n ¢ e 1 JmeBa 63054 9617
1 Dawra) K ibuesta Jakana TATNA 5029 2 Suawes Tarnga 542 Bl
2 JoenEyal R84 20911 3 Dowsh Krusss ikt dtam arag 1773
3 sewaTine S42UT 25414 4 Makw Ut arm n
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& ﬁ NIB, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga .
*tidak wajib melaporkan LKPM

Kecil Kecil s
161.787 NIB (8,5%) Rp185.9 Triliun (58,4%) 2,032,548 Orang (26.7%)

Total NIB Nilai Investasi

-1
Tenaga Kerja

7.608.201
Orang

1.895.021 RD?? 8,6
Triliun

Mikro Mikro Mikro
1.733.234 NIB (91.5%) Rp132.7 Triliun (41,6%) 5.575.662 Orang (73,3%)
Sumber: Kemantsnan investssBKPM, 2023 %
2§ Data Proyek Usaha Mikro Kecil o
’:E.[...‘.“, ARV LAY WL ‘—'4" a'
Semester |1 2023 =
(o) Total Proyek Rencana Investasi |
S 1679023 Rp 1388T
Mikro :1453318Proyek Mikro:Rp 74,31
Kecil :225.705Proyek Kecil :Rp64,5T
l
Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Proyek UMK 5 Besar Proyek UMK
Semester | 2023 Berdasarkan Sektor Semester | 2023
(=) *2) *9)
Usaha Mikro: Perdagangan SanNesaas! Jasa ks ll:::::‘;‘u
“ 884.532 Qrang Rp 50’41- Rp 27,0T ::::'-I:;::.“"
' Usaha Kecsl; % @ Rp 697
i\ 444434,
")
Total Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kedil: Soonl
Rp 1527 AR
4.328-966 Orang E &
Keteraogan:

V- Triliun



? OSS Statistik Panorbitan NIB - 0SS Barbasis Risiko
B Feredv s 208 W 2Ny

Fator

mea 347
PIINTT

6.590.987

NIE Tartit

6.590.987 6.590.987

UMKM Berkontribusi Besar dalam
AR soean s Perekonomian Nasional o=

LY

) & - Pengaruh UMKM terhadap
N - ) perekonomian Indonesia

120 Juta 99,9% 61,07%

dari 133 juta angkatan dari total unit usaha di dari PDB Indonesia
kerja Indonesia bekerja Indonesia / sekitar 64,2 disumbang oleh UMKM

di sektor UMKM, baik juta unit usaha di dengan mayoritas (37,77%
formal maupun informal Indonesia adalah UMKM berada di usaha mikro /‘
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Isu Strategis Pengembangan UMK di Indonesia -

ASERN | pnsawiseian wersian &

Aspek Legalitas Usaha

) ‘ * Tidak adanya legalitas usaha UMK (NIB dan sertifikasi standar produkfjasa) yang
- / menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pemenuhan
standar/kualifikasi yang ada di pasar

Akses Permodalan

. . *  53% unit usaha UMKM masih informal
@& A o * Pemerintah sudah melaksanakan program KUR namun dianggap belum efektif membantu UMKM
A (banyak UMKM yang tidak dapat memenuhl persyaratan seperti adanya collateral dil)

Akses Pasar dan Marketing

& "" "', * Hanya 6,3% UMKM Indonesia terlibat perdagangan internasional
’ , X | 2 * Kontribusi UMKM hanya 14,5% dari ekspor nasional, jauh dibanding RRT (70%),
Jepang (55%), bahkan Thalland (35%)
*  Mayoritas UMKM kesulitan dalam mencari pasar baru untuk usahanya

& Tenaga Kerja
[.__i..‘:k ﬁ B *  60,43% dari total pekerja Indonesia masih memiliki keterampilan dan keahlian
. . yang minim
Sumber femerkopliid, B6F 2020« 57,55 tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah

-’:"‘\ ﬁ ' Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar -
= dengan UMKM di Daerah "

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan Uu "/2020
menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan

Usaha Besar dengan Koperasi, UMK yang bertujuan untuk (Pasal 90)
meningkatkan kompetensi dan level usaha

Pemerintah Pusatl dan Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi penyusunan kebijakan dan program PP 7/202]
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian

umum terhadap pelaksanaan kemitraan (Pasal "8)

Pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal

antara Usaha Besar dengan UMKM di daerah yang diatur Permen
dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai

pedoman bagl pelaku usaha, kementerianfembaga dan  1/2022
daerah dalam pelaksanaan kemitraan antara Usaha (Pasal 2) KEMENTERIAN INVESTASY
Besar dengan UMKM di daerah




& ﬁ PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan fers®

ASERN REMEVARLAN WA arcseye
Pemberdayaan Koperasi UMKM s
Kriteria Sebelum Setelah Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah bagi UMKM
Usaha UU CK Uu CK oo SO ONREY -
Mikro <Rp 50 Juta < Rp 1 Millar + Pendirian PT Perseor:mgan baS‘ UMK
i » Kemudahan * NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK
Kedl Rp 50 - 500 Juta Rp 1 - 5 Miliar Legalitas (Risko Rendah: NIB sebagal identitas,
Menengah  Rp 500 Juta - 10 Miliar Rp 5 — 10 Miliar legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Haial)
* Pembinaan pemenuhan standar produk dan
Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar sertifikat halal oleh Pemerintah
: * Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
memperluas basis pembinasan dan pemberdaysan UMKM Kemudahan
Produksi dan +  Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
Fokus Kemeninves/ BKPM dalam Peningkatan Daya Saing UMKM Pemblayaan + Kemudahan penyediaan bahan baku dan
proses produksi;
x r Perizinan Berusaha dan kemudahan | *  Peningkatan kualitas SDM UMK
bagi UMKM ]
+ Alokasl 30% dari lahan komersial, tempat
Kemitraan LIMIKM: R m"‘w"'“n"‘:: perbelanjaan, maupun Infrastruktur publik |
' * *  Kewsjiban kemitraan bagi Usaha Pasca Produksi bagi UMK
N Besar (Perpres 49/2021) + Alokasi minimal 40% pengadaaﬂ bar;
+ Kemitraan dengan Usaha Besar . pemerintah untuk produk UMK,
yang memperoleh insentif y, . ’
AR 1 e
| o Percepatan Legalitas UKM Melalui Sistem 0SS e

Setelah

i Q 7 —’
~
— o—

' — B
__[__ Menaatanan Akun Petaha Usana

- ~ mensapatkan NB
4 2\ DX SoMm 0SS (bertaky juga untuk akses

/ 4 A Kepateanan)

\ NIB berlaku sebagai:
\\Mlvo & Ku:ll/ _5_ Perizinan Berusaha

Sertifikat SNI*

*  Proses mudah, hanya 2 langkah ‘ Sertifikas| Halal®
*  Perizinan terpusat melalui Sistem 0SS
*  Keistimewaan perizinan bagi UMK risike
rendah, cukup NIB Dl b oleh
* Terdapat pembinaan dari pemerintah bagi
UMK terutama untuk SNi dan Halal

*  Proses memakan waktu lama dan berbelit-belit

* Perizinan tersebar di berbagai instansi

* Perlakuan perizinan antara UMK dan usaha besar
disamakan

+ Tidak terdapat pembinaan dari pemerintah bagi UMK



Implementasi Fasilitasi Kemitraan antara UMKM dan Usaha e

isarais o Besar di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penaman R
Modal

Bidang Usaha yang Dialokasikan untuk Kemitraan dengan UMKM-K sebagaimana
tercantum dalam Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021
tentang “Bidang Usaha Penanaman Modal” :

182 Bidang Usaha/KBLI dalam 106 Kelompok Bidang Usaha

dengan kriteria:

a. Menggunakan teknologi sederhana;

b. Bidang usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan
warisan budayajturun temurun;

c. Modal usaha < Rp1o Miliar.

| Kemitraan antara Perusahaan PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas fiskal

- sesuai Peraturan Menteri Investasi No. 1 Tahun 2022 dengan UMKM
‘ Kementerian Investasi/BKPM mendorong kemitraan antara PMA/PMDN yang
mendapatkan fasilitas dengan UMKM :
a. Tax Holiday;
b. Tax Allowance; danfatau
3 c. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Impor Mesin serta Bahan Baku
(Masterlist)

Tujuan Kemitraan g

REMAVARLAY WL
e

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro,

Kecil, Dan Menengah Di Daerah

‘ mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecll, dan Menengah di
daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah

‘ meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk
berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri

mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam

rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri

menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar
' dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah



ey .m?;:f..,... Pola Kemitraan yafos
[ A

KEMITRAAN

Subkontrak Distribusi & Perdagangan Inti Waralaba
Keagenan Umum Plasma
\’ Pola Kemitraan Lain
|
@ Bagi Hasil Usaha Patungan dalam bentuk pembangunan sarana
kepemilikan saham prasarana (kontraktor)

@ Kerjasama Operasional @ Penyumberluaran (outsourcing)

-
? m..ﬁ,.. Pelaksanaan Kemitraan =

e
kompetens

- Tidak Ussha Basar dan
S— 1 memeswhi UMKM
Usshs  Besar  memyusun  surat Kemanterian/lembaga, | kompeteod menandstangani
peray L intah  doersh,  dan 4 dokumen
dengan mencantumkan: asosiasi  wsaha  merylapkan kesepakatan
*  Jenis pekerjaan: daftar calon mtrs keenitraan
perkiraan nilai pekerjoan. dan .
*  waktu pelaksansan Kemitraan Usaha Bosar

mangusutkan daftar Dolusmen kesspakatan Kemitrasn (kontrak)
calon mitra yang tidak Mentinas para pihak;

memilihi afiticsl secore Kegiatan ussha:

Ahepemilikan sahom otaw Hsk don kewnjiban para pihak
pengwras dengan Usahe Bontuk pengeenbangan

Besor langks waktu Kemitraan

langka waku dan mekanisme pambayaran;
dan
Pemyelesaion perselsiban




—atar REMAVA RN WL
— e

A 1 Peran DPMPTSP oy
Provinsi/Kabupaten/Kota 1=

(1) Penylapan data Usaha Mikro, Keci, 1 3 | Melaksanakan fasilitasi kemitraan di daerah sesual dengan PP
B dan Menengeh di dasrah " Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan
? Pemberdayaan Koperasi UMKM

t@

| [ kementessan | __ | DPMPTSP
\8 Tvestast BRPM | | Provinsi/Kebupaten,/ Kota

(9| Pembinaan
"~ kepada Usaha
Mikro, Kecil, dan % O
Menengah di
daerah “ J
Unatus Sosar Uaata Naom, Meck
20 Nerargan

‘? mﬁfm Kendala Fasilitasi Kemitraan I’fii- =2

P Tidak tersedia data UMKM tervalidasl yang siap bermitra
HIl Kepastian pelaksanaan (waktu) kemitraan

Belum tersedianya dokumen pendukung untuk UMKM
{contoh: perizinan berusaha, sertifikasi produk, dll.)

‘ t?J : ”8 Tidak ada tindaklanjut atas kesepakatan kemitraan

2

' &
/
7’
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SERN

“?‘“‘ Pentingnya Pembinaan UMKM di Daerah o =

Pelaksanaan Tidak professiona! Professiona dav
Kemitraan dan‘tengiung jowdb tanggung jawob

[~ ' Pembinaan oleh:
1

© UMKM di daersh ' * Kementerian/lembaga
> +  Pemernintah daerah

= Asosiasl usaha

Bentuk Pembinaan kepada UMKM di daerah

Pemberian vy Penyediaan lokasi Peningkatan kompetenst don () | Fasilitasi
perizinan berusaha usaha sertifikasi sesuai kobutuban iy Pembiavaanv

= 5y Penambahan fitur kemitraan dalam sistem 0SS =
M | e berbasis risiko (kemitraan.oss.go.id) V ok

o
2
aC A

"2 . | Database UMKM

0

Kemitraan Online

Perusahaan PMA/PMDN yang mengajukan
permohonan fasilitas penanaman modal
dapat dengan mudah mendaftar untuk

- Database yang terintegrasi dengan OSS mencari dan memilih mitranya secara
- Database sudah tervalidasi online
- Profile UMKM

- UMKM mendapatkan peluang pekerjaan melalui sistem Mitraln

Informasi kegiatan

Peningkatan Usaha
Akses Pembiayaan bagi UMKM

A

Memberikan Informasi mengenai

Memberikan layanan dan fasilitasi kepada kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelaku UMKM melalui akses permodalan usaha bagi UMKM dan kegiatan
yang lerintegrasi dengan Bank Himbara Pembinaan yang diselenggarakan oleh

(BNI, BRI, Mandiri) Kementerian Investasi/BKPM



Capaian Program Kemitraan antara s e

-
'?\ _Mﬁ i~ Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM / o

di daerah Tahun 2021 - 2023

5 Provinsi dengan Total nilai
Usaha Besar Kesepakatan Terbesar

¢ (PMA/PMDN)
1 Maluku Utara Rp8,3T
1.33 UMKM
2

w 1641 kesepakatan 3 - Sulawesi Tengah
Rp33T
z 4 Kalimantan Timur
A Rp24,85 Triliun RP1L75 T

(Total Nilai Kesepakatan)
5 . Jawa barat
Rp116 T
Ketera

n ngan:
~ - Datapenode Aprl 2021 - 26 Juli 2023
.‘ Vo ‘

KEMENTERIAN INVESTASI/
BRPM
- °
Terima Kasih
Kementerian Investasi/BKPM
igian Jenderal Gotot Sybrato No 44

DRGARAYY RITVOLK INDOMVESIA
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T ;lg. UNTUK
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN

DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan
mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di
Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang penanaman modal,
perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum
bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam
melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, perlu
pengaturan mengenai pelaksanaan kemitraan antara usaha besar
dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang
Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah ; di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5492);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6619);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara
Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
171);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 114);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 115);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 87);
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27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH ; DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi perangkat
Daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia.

7. Penanam Modal adalah perseorangan, atau badan usaha yang
melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut
Pelaku Usaha.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
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Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor
perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil,

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Menengah,

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha
asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia,

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama
dimana Usaha Besar berinvestasi,

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha
yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban
yang harus dipenuhi Pelaku Usaha,

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission Risk Bassed Approach) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola
dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya,

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha,

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan
nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat
LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi
Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha
yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala,

Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah
hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan
penanaman modal,

Penghentian sementara kegiatan usaha adalah tindakan
administrasi yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha
untuk sementara waktu,

Pembatalan adalah tindakan administrasi yang mengakibatkan
dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi
persyaratan,

Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan
dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan

permohonan Pelaku Usaha, Putusan pengadilan dan sanksi,

Pasal 2

Pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ; yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha
dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di bidang penanaman modal bertujuan untuk:

a.

mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian di
Kabupaten Kotawaringin Barat;

meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari
dalam maupun luar negeri;
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c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan
basis produksi di dalam negeri; dan

d. menjaga kepastian dan keberlangsungan wusaha yang saling
menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal
dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
POLA KEMITRAAN

Pasal 5

(1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:
inti-plasma;

subkontrak;

waralaba;

perdagangan umum,;

distribusi dan keagenan;

rantai pasok; dan/atau

bentuk kemitraan lain.

@m0 T

(2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, meliputi:

bagi hasil;

kerja sama operasional;

usaha patungan;

penyumberluaran (outsourcing); dan/atau

pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

PaaocoTp

Pasal 6

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S5 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi
plasmanya dalam:

penyediaan dan penyiapan lahan;

penyediaan sarana produksi;

pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang
diperlukan,;

pembiayaan;

pemasaran;

penjaminan;

pemberian informasi; dan/atau

pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi
dan produktivitas dan wawasan usaha,

poop

FogR th O
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Pasal 7

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha
Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah berupa:

a.

b.

a0

(1)

kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian
produksi dan/atau komponennya;

kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang
diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga
yang wajar;

bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang
diperlukan;

pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak
merugikan salah satu pihak; dan/atau

upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai penerima waralaba,

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba
memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di sekitarnya dalam wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja
sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar
kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara
terbuka.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh
Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil
produksi barang dan jasa.

Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah , dilakukan dengan tidak merugikan

salah satu pihak.

Pasal 10

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus
untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.
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Pasal 11

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan
dengan penyedia bahan baku;

b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau

c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta
proses fabrikasi.

Pasal 12

(1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksana yang
menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.

(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan
kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang
dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.

(3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang
ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah , yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil
berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara
sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

(1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.

(2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , berbagi secara
proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan
manajemen perusahaan.

Pasal 15

(1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (outsourcing)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah , dapat melakukan Kemitraan dengan
Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan
di luar pekerjaan utama Usaha Besar.



(2)

(4)

(1)

(2)

(1)
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Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan
pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan
pokok dan/atau bukan komponen pokok.

Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha
Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah , sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Usaha Besar
dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana
yang meliputi:

a. pengadaan material;

b. pengadaan peralatan; dan

c. pelaksanaan konstruksi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melaksanakan pengadaan dan
pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB III
PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 17

Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam
bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang
dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:

a. jenis pekerjaan;

b. perkiraan nilai pekerjaan; dan

c. waktu pelaksanaan Kemitraan.

Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang
dikomitmenkan oleh Usaha Besar.



(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)
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Pasal 19

Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan oleh
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  pelaksanaan Kemitraan
dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib
melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

Pasal 20

Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan
pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan
berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (online single submission).

Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan  pernyataan  komitmen = Kemitraan  untuk
mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait yang menangani sesuai
kegiatan usaha/jenis usaha/ sektor dan asosiasi usaha
menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ,
yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.

Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang siap
dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis
pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan
calon mitra dari usaha menengah besar yang berada dalam wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , sebagaimana
dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi, calon mitra dari usaha
menengah besar yang diusulkan wajib mendapat persetujuan dari
Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan wusaha yang
dimitrakan.
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(7) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan
saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen
kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha
Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling
lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.

(3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat paling sedikit:

identitas para pihak;

kegiatan usaha;

hak dan kewajiban para pihak;

bentuk pengembangan;

jangka waktu Kemitraan;

jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan

penyelesaian perselisihan.

@O a0 o

(4) Dokumen Kesepakatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan dengan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama
Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 23

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam
mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

Pasal 24
Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.
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BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 25

Dalam melaksanakan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, wajib
melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab
sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.

Dalam hal pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , tidak dapat
melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait wajib melakukan
pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud.

Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dan Asosiasi Usaha.

Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha melaporkan kegiatan
pembinaan kepada Bupati Kotawaringin cq, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Pasal 26

Pembinaan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

a.
b.
c.

d.

pemberian perizinan berusaha,;

penyediaan informasi dan/atau lokasi usaha;

peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan;
dan/atau

penyediaan informasi dan/atau fasilitasi pembiayaan.

BAB V
KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 27

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 sampai dengan Pasal 24, Usaha Besar wajib memperhatikan:

a.

pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , di wilayah
kegiatan usahanya untuk memenuhi standar kualitas dan
kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan;
dan

melaksanakan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip
kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan
transparansi yang saling menguntungkan.
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Pasal 28

Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , dalam
pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (online single submission) secara berkala pada Laporan
Kegiatan Penanaman Modal.

BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 29

(1) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah terintegrasi dan terkoordinasi antar Satuan Perangkat
Daerah terkait melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Dalam melaksanakan Kemitraan dapat dibentuk Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang
melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah , yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat berupa:

a, piagam/trofi penghargaan; atau
b, penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya Kemitraan
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman
modal dan/atau pemeriksaan lapangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar
melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.

Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian
perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan
perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.

Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah
dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai
kewenangannya dapat melakukan mediasi untuk mencapai
kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Pasal 33

Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha
dan/atau fasilitas penanaman modal tidak diwajibkan untuk
menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1).

Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya
diperuntukkan bagi penanaman modal baru atau yang melakukan
pengembangan usaha.

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara
menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj, BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Plh, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR ..



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR .. TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH , DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMKM DAN
KOPERASI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Tempat Tanggal Lahir D e
No Identitas (KTP/PasSpPOr) @ .ciiiiiiiiiititiiiie e eeeeaes
No, Telp (HP) PN
Email PP
Alamat PPN
Jabatan et e
Nama Perusahaan PP
Lokasi Proyek D e e
Bidang Usaha N

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan
UMKM dan Koperasi dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No, Jenis Perkiraan Nilai Perkiraan Waktu
Kegiatan Pekerjaan/Tahun (Rp.) Pelaksanaan

] O PPN PP

2, dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen
dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.



B. FORMAT PERJANJIAN KERJSAMA KEMITRAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN
ANTARA
PT, ........ (Usaha Besar)
DENGAN

TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN,,,,,,,,

Nomor : PKS/ /20..
Nomor D eeeecessctenttcntetensennns
Pada hari ini........ Tanggal ................ Bulan ............ Tahun Dua Ribu Dua Puluh... (......

20,,,), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: Direktur PT, ....... selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

1 N : Pemilik Usaha Mikro ........ untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama
tentang pelaksanaan pekerjaan ...... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
BENTUK PENGEMBANGAN

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8
JANGKA WAKTU KEMITRAAN



(1)

(2)

-0 -

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11
ADDENDUM

Pasal 12
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak atau
belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan
terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini maka akan dilakukan
perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA
PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada
PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam
Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang
menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA
PIHAK di Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari dan tanggal sebagaimana
termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2
(dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing
berlaku sebagai aslinya, sedangkan 2 (dua) lainnya sebagai copy untuk
kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA



